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Komisi A Soroti Celah Regulasi dan Sinkronisasi SIPD dalam Musrénbang Kelurahan

YOGYA (KR) ~KomisiA
DPRD Kota Yogyakarta
memberikan perhatian
serius terhadap pelaksa-
naan Musyawarah Peren-
canaan Pembangunan
(Musrenbang) di tingkat

kelurahan. Berdasarkan
hasil pengawasan lapa-
ngan di 14 kemantren dan
45 kelurahan, jajaran legis-
latif menemukan sejumliah
persoalan krusial, mulai
dari legalitas lembaga ke-
masyarakatan hingga ham-
batan teknis pada sistem
aplikasi SIPD yang dinilai
menghambat aspirasi mur-
niwarga

Ketua Komisi A DPRD
Kota Yogyakarta Susanto
Dwi Antoro mengungkap-
kan, salah satu temuan uta-
ma adalah adanya keko-
songan regulasi bagi se-
jumiah lembaga di tingkat
wilayah. Berdasarkan Per-
aturan Walikota (Perwal)
saat ini, baru ada enam
kelembagaan yang diakui
secara resmi, yakni
Pengurus Kampung, RT,
RW, LPMK, PKK, dan Bank
Sampah.

"Padahal, fakta di
lapangan menunjukkan
eksistensi lembaga lain
yang memiliki peran vital
namun belum menda-
patkan legitimasi yang
kuat. Seperti kampung
wisata, kampung budaya
serta lembaga tematik
lainnya," tandasnya.

Dewan mendesak agar
lembaga-lembaga ini
segera mendapatkan pa-
yung hukum atau legitimasi
agar kontribusi mereka
dalam pembangunan
wilayah dapat’ terakomo-

S

”

Ketua Komisi A Susanto Dwi Antoro dalam rapat kerja.

adalah ketidaksinambu-
ngan antara usulan masya-
rakat dengan Sistem Infor-
masi Pemerintahan Dae-
rah (SIPD). Seri i, usu-
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renbang saat ini. Padahal,
sesuai - kewenangannya,
DPRD hadir dan menelaah
proses Musrenbang untuk

tidak merasa aspirasinya
diabaikan. Terakhir, Komisi
A menggarisbawahi beban
kerja aparatur kelurahan

lan mendesak yang bersifat
tematik dan berbasis
kebutuhan lokal tidak ma-
suk dalam kamus usulan di
SIPD.

"ini seolah menjadi
ambigu. Usulan bottom-up
yang sangat urgen bagi
masyarakat terkadang
tidak linier dengan opsi
yang ada di sistem. Akibat-
nya, aspirasi tersebut tidak

bisa ter-input,” ungkap.

Susanto.Oleh karena itu,
lembaga dewan berharap
dapat il

yang kian berat namun
tidak dibarengi dengan
ketersediaan  SDM yang
memadai. Dari hasil turun
lapangan menemui 14
kemantren dan 45 Lurah

ngan pembangunan. Sehi-
ngga Komisi A mendorong
tim perumus Bappeda
menyediakan kolom khu-
sus untuk mengakomodir
Pokir Dewan.

Hal ini penting agar
pengajuan program dari
legislatif tetap berbasis
pada data lapangan dan
hasil telaah di wilayah,
sehingga tidak ada kesan
program yang mengada-
ada “atau pengingkaran
terhadap kebutuhan nyata

langkah solutif dengan
menangkap usulan yang
tidak masuk dalam SIPD
agar tercatat dalam bank
data diBappeda.

Selain itu data tersebut
harus menjadi acuan untuk
memperbarui SIPD pada
tahun anggaran berikut-
nya. Hal yang tidak kalah
penting ialah adanya kolom
khusus Untuk menyelaras-
kan program jika terdapat
agenda serupa dari Pemda
DIY maupun Pemerintah
Pusat.

Persoalan lain yang

Selain itu dewan juga
menyoroti banyaknya usu-
lan masyarakat yang
merupakan hasil copy-
paste dari tahun-tahun
sebelumnya karena tidak
kunjung terealisasi.

Untuk memutus rantai
ini, DPRD meminta Bap-
peda untuk memasukkan
masukkan usulan yang
belum terealisasi ke dalam
rancangan antrean. Kemu-
dian memberikan penjela-
san transparan kepada
masyarakat mengenai
mana usulan yang bisa

bersama Kasi PEP, ditemu-
kan fakta bahwa sebaran
ASN maupun tenaga pen-
dukung lainnya di bebe-
rapa kelurahan sangat
kurang.

"Saat ini, DPRD tengah
melakukan kajian menda-
lam terkait beban kerja dan
kebutuhan formasi pega-
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Wakil Ketua Komisi A Indaruwanto Eko Cahyono menyampaikan masukan.

wai di tingkat kelurahan
agar pelayanan publik dan
pengawalan program pem-
bangunan tidak terbeng-
kalai," urainya

Senada dengan hal

- SIPD sehingga memaksa

sering kali membuat usulan -
warga tidak terakomodasi.
Menurutnya, banyak aspi-
rasi masyarakat yang tidak
tercantum dalam kamus

perangkat kewilayahan
melakukan pola copy-
paste dari usulan tahun -
sebelumnya.

"Kadang kala usulan
dari masyarakat itu tidak
ada dalam kamus SIPD.
Banyak yang di luar itu
sehingga harus digandeng-
gandengkan. Akhirnya, ba-
nyak usulan hanya copy-
paste dari tahun ke tahun
karena tidak terakomo-
dasi," jelasnya. R

Selain kendala sistem,
faktor Sumber Daya Manu-
sia (SDM) di kelurahan juga
menjadi catatan serius.

Anggota Komisi A,
Marwoto Hadi, menilai
beban administrasi yang
kompleks tidak sebanding
dengan komposisi usia
aparatur di lapangan yang
mulai memasuki usia senja.

tersebut, Wakil Ketua Hal ini dinilai menghambat
Komisi A, Eko i digitalisasi dan
Cahyono, pelap! hasil

bahwa kendala sistem rahsecaracepat. (Dhi)

dasi secara formal dan disoroti adalah tidak ada- direalisasikan dan mana
berkelanjutan. nya pagu yang jelas bagi yang belum, beserta ala- s
Masalah klasik yang Pokok Pikiran (Pokir) sannya. Edukasi ini dinilai . B L KR-Ardhi Wahdan
kembali mengemuka DPRD dalam struktur Mus- penting agar masyarakat Pengawasan Komisi A dalam kegiatan musrenbang di wilayah.
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